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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR %8 TAHUN 2019
 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan
pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi,
perlu membentuk Fakultas Sains dan Teknologi pada
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi;

b. bahwa pembentukan Fakultas Sains dan Teknologi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat
persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor
B/973/M.KT.01/2019 mengenai Usulan Pembentukan
Fakultas Sains dan Teknologi pada 3 (tiga) Universitas
Islam Negeri dan Fakultas Psikologi dan Kesehatan
pada UIN Imam Bonjol Padang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan  Peraturan  Menteri Agama tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21

Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
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Mengingat

ifuddin
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddi

Jambi;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

blik
Kementerian Negara (Lembaran Negara Rep:h
bahan
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tam

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 16);
12 Tahun 2012 tentang

Undang-Undang Nomor .
Republik

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara -
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20 19 tentang

Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun
Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 6362);
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang

(Lembaran Negara Republik

2019 Nomor 120,
Indonesia

Kementerian Agama
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 70);
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

Peraturan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1495);

Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam
Negeri Sulthan Thahg Saifuddin Jambi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1007);
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Menctapican S MEMUTUSKAN:
RAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 21 TAHUN
2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS ~ ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor
21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kenja
| Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
| (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1007)
[ diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
Pasal 11
Fakultas pada Universitas terdiri atas:
a. Tarbiyah dan Keguruan;
b. Syariah;
c. Ushuluddin dan Studi Agama;
d. Adab dan Humaniora;
e. Ekonomi dan Bisnis Islam,;
| f. Dakwah; dan
‘ g. Sains dan Teknologi.
[ 2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
i berikut:
| Pasal 12
(1) Organisasi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,
} Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin dan Studi
' Agama, Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Fakultas Dakwah
terdiri atas:
7 a. Dekan;
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3.

b.  Wakil Dekan;
Program Studi;
Laboratorium, Studio, dan/atau nama lain;
dan

€. Bagian Tata Usaha.
(2) Organisasi Fakultas Sains dan Teknologi terdiri
atas:
a. Dekan;
Wakil Dekan;

b
C.  Program Studi;
d. Laboratorium, Studio, dan/atau nama lain;

dan
e. Subbagian Tata Usaha.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 13
Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf a dan ayat (2) huruf a mempunyai tugas
memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10

sesuai dengan kebijakan Rektor.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13, Dekan dibantu oleh
Wakil Dekan.

(2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas
Syariah, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama,
Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Ekonomii
dan Bisnis Islam, dan Fakultas Dakwah terdiri

atas:
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a.

Akademik  dan

Wakil Dekan Bidang
ntu

Kelembagaan mempunyai tugas memba
: s .
Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang

akademik, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat, serta kelembagaan;
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,'
dan Keuangan mempunyal

ntu Dekan dalam pelaksanaan
dan

Perencanaan,
tugas memba
bidang perencanaarl

kegiatan di .
akuntansi, dan

pelaksanaan anggaran,

pelaporan keuangarn, pengelolaan sarana dan

prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan
kerumahtanggaan; dan

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
Kerja Sama mempunyai tugas membantu

Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang

 kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

(3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pada Fakultas Sains dan Teknologi terdiri atas:

a.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan mempunyai tugas
membantu Dekan dalam pelaksanaan
kegiatan di bidang akademik, penelitian, dan
peng:abdian kepada masyarakat, serta
kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama; dan
Wakil Dekan Bidang Administrasi Keuangan
dan  Perencanaan mempunyai  tugas
membantu Dekan dalam pelaksanaan
kegiatan dj bidang perencanaan dan
pelaksanaan  anggaran, akuntansi dan
pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan

prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan

kerumahtanggaan_
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Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 15
Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan satuan
pelaksana akademik pada Fakultas, dipimpin oleh
Ketua, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Dekan.

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 16
Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
mempunyai tugas menyelenggarakan program studi

dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi,

dan/atau seni.

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 17
Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Ketua Program Studi;

b.  Sekretaris Program Studi; dan

c. Dosen.

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 18
Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf a mempunyai tugas memimpin dan
melaksanakan penyelenggaraan  program  studi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berdasarkan
kebijakan Dekan,
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7
e

o eabinoos berbunyi sebagsl
9,  Ketentuan Pasal 19 diubah sehinggz ber 7

berilout:

Pasal 19
Sekretaris  Program  Studi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas membantu
Ketua Program Studi dalam bidang penyelenggarazn
program studi, evaluasi, dan pelaporan.

10. Ketentusn Pasal 20 diubah schingga berbunyl sebagal

berikut:

Pasal 20
Laboratorium, Studio, dan/atau nama lain
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf ¢ dan ayat (2)
huruf ¢ merupakan unsur penunjang pelaksana
pendidikan pada Fakultas, dipimpin oleh tenaga
fungsional sesuai dengan bidangnya, berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Dekan.

sebagaimana

11. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 21
Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana
administrasi pada Fakultas, dipimpin oleh Kepala,
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 24
(I) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) hurul d pada Fakultas Tarbiyah
dan Kepuruan, Fakultas Syariah, Fakultas
Ushuluddin dan Studi Agama, dan Fakultas Adab
57 dan Humaniora terdiri atas:
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(2)

13. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbun

V8-

dan
Subbagian Akademik, Kemahasiswanr,

Alumni; Umum dan

b.  Subbagian Administrasi

Kepegawaian; dan
. 10,

c.  Subbagian Perencanaall dan Keuang
bagaimané dimaksud dalam

Bagian Tata Usaha s¢ ‘ ‘
akultas Ekonoml

Pasal 12 ayat (1) huruf d pada F

iri
dan Bisnis Islam scrta Fakultas Dakwah terd

atas:
a. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan

Alumni; dan

b. Subbagian Administrasi ~ Umum dan

Keuangan.

yi sebagai

berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 25

Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan
Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a mempunyai
tugas melaksanakan pelayanan administrasi
akademik, kerja sama, kemahasiswaan, dan
alumni.
Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan
ketatausahaan,  kerumahtanggaan, layanan
administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat,
pengelolaan barang milik negara, dan sistem
informasi fakultas,
Subbagian  Perencanaan  dan Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
huruf ¢ mempunyai tugas  melaksanakan
ﬁ:;}l’{t:zl:;zr; rcn;e:senc;an program, anggaran,

aharaan, akuntansi,
evaluasi, dan pelaporan,
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(4) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
huruf b mempunyai tugas melaksanakan tugas
ketatausahaan, kerumahtanggaan, layanan
administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat,
pengelolaan barang milik negara, sistem informasi

fakuitas, penyusunan rencana dan program,

anggaran, pelaksanaan perbendaharaan,

akuntansi, evaluasi, dan pelaporan.

14. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu)
pasal yakni Pasal 25A schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 25A
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melakukan
layanan administrasi umum, akademik,
kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan

pelaporan pada fakultas.

15. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu)
p.asaI! yakni Pasal 71A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 71A
Selain Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71,
Rektor dapat membentuk Pusat sesuai dengan
kebutuhan.

16. Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu)
pasal yakni Pasal 78A sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 78A
Selain Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78,
17 Rektor dapat membentuk Pusat sesuai dengan
kebutuhan,

Scanned by CamScanner



n

hu:lum'/l AnL

‘ \ )i g
Ve Ketentvan Pasnl Ao diabiste s hing

Bt
Pl KO —
cnried dala
(1) Ma'had al Jami'ah gehapiimani dimnk

: ‘ TGRL
Paanl 81 haral e memprnyal THEH
npembangan

wlul'.tsm'mkm'x
akndernil,

pelayanan, pembinaan, pe

Bwi YANE herhusit |
| Jsud prdi

ket oleh

yenantren,

dan karakter mahnsl

v i
Ma'had al Jami'ah gehagnimang dirmi
pala yang dinng

an hertanggung jawab
Cemuhasisyann dan

()
ayal (1) dipimpin oleh Ke
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kepada Walkll Rektor Bidang, |
Kerjn Sama,

4 N & 4 . IJ "j-i
18, Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga herbunyi schag

borlleut;

Pasal 97
Reklor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur,
Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Sckretaris
Program Studi, Ketua Lembaga, Sckretaris Lembaga,
Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawasan

Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal

merupakan jabatan noneselon,

Pasal 1]

Peraturan  Menteri ini mulai  berlaku pada tanggal

diundangkan.
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w1l =

rintahkan

Agarwetinp orang mengetahuinydy meme

| y i Cnparn
pengundangan Peranturan Menteri ini deng,
wra Republik [ndonesii.

penempatannya dalam Berita Nepe

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1566
Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI

Plt.Kepala BiroWﬂ dan Kerja Sama Luar Negeri,

Syafrizal
ﬂ\IIP. 19600210198803 1002?
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memerintohkan
ini denpan

pengundangnn Perntaran
onin,
penempatannyn dalam DBerlta Negnra Rupublil REE

menpetahuinys,

Apnr nollap  orang,
Menterl

Ditetapkan di Jankartn
pada tangeal 9 Desember 2019

MENTIERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
(el

FACHRUL RAZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1566

Salinan sesuai dengan aslinya
= Kementerian Agama RI

PIt, Kepal ”BWW dan Kerja Sama Luar Negeri,
\

‘. Syafrizal

_IP 1950Qé101988031002
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